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ABSTRACT

Child marriage remains a serious issue in Indonesia with significant impacts on children’s
health, education, and overall well-being. This study aims to examine the role of the Office
of Religious Affairs (KUA) in strengthening community compliance with marriage
registration as a strategy to reduce child marriage. A descriptive qualitative method was
employed through in-depth interviews, participatory observations, and documentary
studies. The findings reveal that KUA's administrative supervision of age requirements has
successfully prevented many child marriages, while persuasive socialization has raised
legal awareness among communities. Nevertheless, challenges such as low education,
economic hardship, and cultural resistance continue to drive the persistence of early
marriages, often conducted informally without legal registration. Collaborative efforts with
schools, religious leaders, and health institutions have proven effective in broadening
outreach and reinforcing compliance. This study implies the importance of integrating
supervision, education, and community empowerment to strengthen child protection and
support the achievement of sustainable development goals.
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ABSTRAK

Pernikahan dini masih menjadi persoalan serius di Indonesia dengan dampak luas terhadap
kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran
Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap
pencatatan nikah sebagai strategi menekan angka pernikahan dini. Metode penelitian
menggqunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi
partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan
administratif KUA terhadap syarat usia calon pengantin telah mampu mencegah sebagian
besar pernikahan anak, sementara sosialisasi persuasif meningkatkan kesadaran hukum
masyarakat. Namun, masih terdapat hambatan berupa rendahnya pendidikan, kondisi
ekonomi, dan resistensi budaya yang menyebabkan praktik pernikahan dini tetap
berlangsung, bahkan terkadang dilakukan secara non-formal tanpa pencatatan. Upaya
kolaboratif dengan sekolah, tokoh agama, dan lembaga kesehatan terbukti efektif memperluas
jangkauan sosialisasi dan menguatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan. Penelitian
ini berimplikasi pada pentingnya integrasi pengawasan, edukasi, dan pemberdayaan
komunitas dalam memperkuat perlindungan anak dan mendukung pencapaian tujuan
pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kantor Urusan Agama, Pencatatan Nikah, Pernikahan Dini
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PENDAHULUAN

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran strategis dalam membangun
ketaatan masyarakat terhadap pencatatan nikah sebagai instrumen penting untuk
menekan angka pernikahan dini di Indonesia, khususnya di tingkat kecamatan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016,
KUA bertugas menjalankan fungsi pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan
pelaporan pernikahan serta rujuk di masyarakat. Dengan demikian, KUA tidak
sekadar menjadi lembaga administratif, tetapi juga berperan sebagai mitra dalam
membimbing keluarga Muslim agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah, dan
rahmah yang harmonis serta sejahtera (Attahaly, 2025). Peran ini semakin penting
karena pernikahan merupakan institusi sosial yang berfungsi membangun
stabilitas masyarakat melalui regulasi agama dan hukum negara (UNICEF, 2023).

Fenomena pernikahan dini masih menjadi problem serius yang
menghambat pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Data Badan Pusat
Statistik menunjukkan rata-rata 10,5% pernikahan anak terjadi setiap tahun dalam
satu dekade terakhir. UNICEF (2023) menempatkan Indonesia pada peringkat
keempat dunia dalam jumlah pernikahan anak, dengan lebih dari 25 juta
perempuan menikah di bawah umur. Angka ini menunjukkan tingginya urgensi
intervensi kebijakan yang lebih efektif, sebab pernikahan dini berdampak negatif
terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan generasi muda. Secara global,
praktik ini juga bertentangan dengan agenda Sustainable Development Goals
(SDGs), khususnya target 5.3 tentang penghapusan praktik berbahaya berupa
perkawinan anak, dini, dan paksa (UNFPA, 2022).

Dampak kesehatan akibat pernikahan dini sangat signifikan. Anak
perempuan yang menikah pada usia muda berisiko lima kali lebih tinggi
mengalami kematian saat melahirkan dibandingkan perempuan dewasa (Fariz,
2022a). Komplikasi seperti preeklampsia, anemia, dan perdarahan menjadi
ancaman serius bagi ibu dan bayi, yang juga berpotensi lahir dengan berat badan
rendah atau mengalami stunting. WHO (2021) menegaskan bahwa pernikahan
anak berkontribusi pada tingginya angka kematian ibu dan bayi di negara
berkembang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pernikahan dini bukan hanya isu
sosial, tetapi juga merupakan permasalahan kesehatan masyarakat global.

Selain aspek kesehatan fisik, pernikahan dini membawa dampak psikologis
yang tidak kalah serius. Studi menemukan bahwa pasangan yang menikah
sebelum usia 18 tahun berisiko lebih tinggi mengalami gangguan kesehatan
mental seperti depresi, kecemasan, trauma, hingga disosiasi (Hafiz, 2024). Isolasi
sosial akibat terbatasnya ruang interaksi dengan sebaya memperburuk kondisi
tersebut. UNICEF (2020) juga menyoroti bahwa anak perempuan yang menikah
dini cenderung menghadapi kekerasan dalam rumah tangga dan kehilangan
kesempatan mengembangkan potensi diri. Hal ini membuktikan bahwa dampak
pernikahan dini bersifat multidimensi dan berpengaruh terhadap kesejahteraan
jangka panjang.

Dari perspektif pendidikan dan ekonomi, pernikahan dini menyebabkan
terjadinya putus sekolah yang mengakibatkan rendahnya tingkat keterampilan.
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World Bank (2021) melaporkan bahwa pernikahan anak berkontribusi pada
kerugian ekonomi global hingga miliaran dolar setiap tahunnya karena hilangnya
produktivitas akibat rendahnya partisipasi kerja perempuan. Di Indonesia,
fenomena ini memperkuat siklus kemiskinan antar generasi, karena pasangan
muda yang kurang berpendidikan sulit memperoleh pekerjaan layak. Akibatnya,
keluarga rentan menghadapi kerentanan ekonomi, yang berimbas pada
terbatasnya akses anak-anak terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang
memadai (Latif, 2020).

Secara hukum, Indonesia telah melakukan revisi terhadap Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang
menyamakan batas usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan menjadi
19 tahun. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa regulasi saja tidak
cukup. Data KUA Kecamatan Limboto Barat menunjukkan peningkatan
pernikahan dini dari 2,78% pada tahun 2021 menjadi 5,26% pada tahun 2023,
dipicu oleh faktor pendidikan rendah, kondisi ekonomi, serta kehamilan di luar
nikah (Isnaini, 2023). Dengan demikian, implementasi kebijakan perlu disertai
penguatan sosialisasi, edukasi, dan kolaborasi lintas sektor agar efektif menekan
praktik ini (UN Women, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran
pengawasan dan sosialisasi KUA dalam memperkuat kepatuhan masyarakat
terhadap pencatatan nikah resmi sekaligus menekan angka pernikahan dini. Fokus
penelitian diarahkan pada efektivitas program vyang telah dilaksanakan,
hambatan-hambatan yang dihadapi, serta rekomendasi konstruktif bagi KUA dan
pemangku kebijakan dalam merancang program pembinaan keluarga yang lebih
efektif dan berkelanjutan. Hasil kajian ini diharapkan memberi kontribusi pada
penguatan kebijakan nasional dan mendukung pencapaian SDGs, khususnya
dalam upaya perlindungan anak dan peningkatan kualitas keluarga (Siregar, 2023;
UNICEEF, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dipilih
untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran pengawasan dan
sosialisasi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memperkuat kepatuhan
masyarakat terhadap pencatatan nikah serta menekan angka pernikahan dini. Data
primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petugas KUA, pasangan
yang menikah di usia dini, tokoh agama, dan orang tua, dilengkapi dengan
observasi partisipatif untuk menangkap dinamika sosial secara langsung di
lapangan. Selain itu, studi dokumentasi digunakan untuk menganalisis arsip
pernikahan, peraturan perundang-undangan, dan laporan resmi terkait pencatatan
nikah. Teknik purposive sampling diterapkan guna memilih informan yang
relevan dengan fokus penelitian. Seluruh data dianalisis secara kualitatif melalui
proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan sehingga diperoleh
gambaran komprehensif mengenai efektivitas pengawasan dan sosialisasi KUA
dalam mencegah pernikahan anak.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Efektivitas Pengawasan Kantor Urusan Agama dalam Menekan Pernikahan Dini

Pengawasan yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki
peranan sentral dalam menekan angka pernikahan dini di masyarakat Indonesia,
namun efektivitasnya masih menghadapi berbagai tantangan kompleks yang
memerlukan pendekatan holistik dan humanis. Dalam konteks pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur usia minimal menikah 19
tahun bagi kedua jenis kelamin, KUA dituntut untuk tidak hanya berperan
sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam
melindungi anak-anak dari pernikahan yang dapat merugikan masa depan
mereka (Zalsabila, 2024).

Mekanisme pengawasan KUA dimulai dari proses verifikasi dokumen
calon pengantin yang mencakup pemeriksaan akte kelahiran, kartu identitas, dan
surat keterangan dari desa atau kelurahan. Proses ini bukan sekadar rutinitas
administratif, melainkan langkah preventif yang sangat penting untuk
memastikan bahwa setiap pernikahan yang dicatatkan telah memenuhi syarat
hukum yang berlaku. Ketika petugas KUA menemukan calon pengantin yang
belum mencapai usia 19 tahun, mereka berkewajiban menolak permohonan
tersebut dan menerbitkan surat penolakan resmi yang menjelaskan alasan hukum
di balik keputusan tersebut.

Surat penolakan yang dikeluarkan KUA bukan semata-mata bentuk
penolakan birokratis, tetapi juga merupakan upaya edukatif untuk memberikan
pemahaman kepada keluarga tentang pentingnya menunggu hingga anak
mencapai usia yang tepat untuk menikah. Dalam praktiknya, petugas KUA
seringkali harus menghadapi situasi emosional yang sulit ketika berhadapan
dengan keluarga yang telah mempersiapkan pernikahan anaknya. Mereka harus
mampu menjelaskan dengan bijaksana bahwa penolakan tersebut bukanlah untuk
mempersulit, melainkan untuk melindungi kepentingan terbaik anak (Amiri &
Paputungan, 2023).

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pengawasan
administratif KUA menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Salah satu
kendala utama adalah masih maraknya pernikahan di bawah umur yang
dilakukan secara informal atau melalui akad nikah saja tanpa pencatatan resmi di
KUA. Fenomena ini mencerminkan bahwa sebagian masyarakat masih
menganggap pencatatan nikah sebagai formalitas yang dapat diabaikan, sehingga
mereka memilih melakukan pernikahan secara adat atau agama saja tanpa
melibatkan KUA (Aulia, 2023).

Pernikahan tidak tercatat ini menimbulkan problematika hukum yang
serius bagi pasangan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Anak-
anak dari pernikahan tidak tercatat seringkali mengalami kesulitan dalam
mengurus dokumen kependudukan, akses pendidikan, dan layanan kesehatan.
Kondisi ini menciptakan lingkaran setan di mana anak-anak tersebut berpotensi
mengalami diskriminasi sosial dan keterbatasan akses terhadap hak-hak dasar
mereka sebagai warga negara.
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Efektivitas pengawasan KUA juga dipengaruhi oleh faktor geografis dan
demografis wilayah kerja. Di daerah terpencil atau kepulauan, jangkauan
pengawasan KUA menjadi terbatas karena keterbatasan sarana transportasi dan
komunikasi. Hal ini memungkinkan terjadinya pernikahan di bawah umur tanpa
sepengetahuan KUA, terutama jika dilakukan dengan melibatkan tokoh agama
lokal yang mungkin belum sepenuhnya memahami ketentuan hukum perkawinan
yang baru (Fariz, 2022b).

Faktor sosial ekonomi masyarakat juga sangat mempengaruhi efektivitas
pengawasan KUA. Di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, orang tua
seringkali melihat pernikahan anak sebagai solusi untuk mengurangi beban
ekonomi keluarga atau sebagai jaminan masa depan anak perempuan mereka.
Dalam kondisi seperti ini, pengawasan administratif KUA saja tidak cukup efektif
karena akar masalahnya terletak pada kondisi sosial ekonomi yang mendorong
terjadinya pernikahan dini (Fatawa, 2018).

Tingkat pendidikan masyarakat menjadi faktor krusial lainnya yang
mempengaruhi keberhasilan pengawasan KUA. Masyarakat dengan tingkat
pendidikan rendah cenderung kurang memahami konsekuensi jangka panjang
dari pernikahan dini dan lebih mudah terpengaruh oleh tekanan sosial atau
budaya lokal yang masih mentolerir pernikahan anak. Mereka mungkin melihat
penolakan KUA sebagai hambatan birokratis yang dapat diatasi dengan cara lain,
seperti memalsukan dokumen atau melakukan pernikahan di luar wilayah kerja
KUA.

Dalam menghadapi tantangan ini, KUA perlu mengembangkan strategi
pengawasan yang lebih proaktif dan kolaboratif. Pengawasan tidak lagi dapat
dilakukan secara reaktif dengan hanya menunggu permohonan pernikahan
masuk, tetapi harus melibatkan pendekatan preventif melalui kerjasama dengan
berbagai pihak di tingkat desa dan kecamatan. Kerjasama dengan aparat desa,
tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan menjadi kunci untuk
menciptakan jaringan pengawasan yang efektif (Hidayatulloh & Farugq, 2024).

Peran kepala desa dan perangkat desa sangat strategis dalam mendukung
pengawasan KUA karena mereka memiliki informasi langsung tentang kondisi
masyarakat di wilayahnya. Mereka dapat membantu mengidentifikasi keluarga
yang memiliki anak usia remaja dan memberikan edukasi tentang pentingnya
menunggu usia yang tepat untuk menikah. Selain itu, mereka juga dapat
membantu memverifikasi kebenaran dokumen yang diajukan untuk pencatatan
pernikahan.

Keterlibatan tokoh agama dalam pengawasan juga sangat penting karena
mereka memiliki pengaruh moral yang kuat di masyarakat. Tokoh agama yang
telah diedukasi tentang ketentuan hukum perkawinan dapat menjadi mitra KUA
dalam menyosialisasikan pentingnya pencatatan nikah dan bahaya pernikahan
dini. Mereka dapat menolak untuk menikahkan pasangan yang belum cukup
umur dan mengarahkan mereka untuk mengurus pencatatan resmi di KUA
(Julian et al., 2022).
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Lembaga pendidikan, terutama sekolah menengah, juga dapat berperan
dalam mendukung pengawasan KUA melalui program edukasi kesehatan
reproduksi dan perencanaan hidup bagi siswa. Program ini dapat membantu
siswa memahami pentingnya menyelesaikan pendidikan sebelum menikah dan
memberikan mereka pengetahuan tentang konsekuensi pernikahan dini terhadap
kesehatan, pendidikan, dan masa depan mereka (Maturidi, 2024b).

Efektivitas pengawasan KUA juga dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan
teknologi informasi. Sistem database terintegrasi yang menghubungkan KUA
dengan dinas kependudukan dan catatan sipil dapat membantu memverifikasi
kebenaran data calon pengantin dengan lebih akurat. Sistem ini juga dapat
membantu memantau pergerakan permohonan pernikahan lintas wilayah untuk
mencegah upaya manipulasi dokumen.

Pengawasan KUA perlu diperkuat dengan mekanisme monitoring dan
evaluasi yang berkelanjutan untuk mengukur efektivitas program pencegahan
pernikahan dini. Data tentang jumlah penolakan permohonan pernikahan, tingkat
pernikahan tidak tercatat, dan faktor-faktor penyebab pernikahan dini perlu
dikumpulkan dan dianalisis secara rutin untuk mengidentifikasi area yang
memerlukan perbaikan (Rahmawati, 2019).

Dalam jangka panjang, efektivitas pengawasan KUA dalam menekan
pernikahan dini akan sangat bergantung pada perubahan mindset masyarakat
tentang pentingnya pencatatan nikah dan bahaya pernikahan dini. Perubahan ini
tidak dapat dicapai hanya melalui pengawasan administratif, tetapi memerlukan
pendekatan komprehensif yang melibatkan edukasi, pemberdayaan ekonomi
masyarakat, dan penguatan sistem dukungan sosial bagi keluarga yang berisiko
melakukan pernikahan anak.

KUA sebagai lembaga yang paling dekat dengan masyarakat memiliki
posisi strategis untuk menjadi katalisator perubahan ini. Namun, mereka
memerlukan dukungan yang memadai dalam bentuk peningkatan kapasitas
sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur, dan penguatan koordinasi dengan
berbagai pihak terkait. Hanya dengan pendekatan holistik dan berkelanjutan ini,
pengawasan KUA dapat benar-benar efektif dalam melindungi anak-anak
Indonesia dari pernikahan dini yang merugikan masa depan mereka (Rizky et al.,
2025).

Keberhasilan pengawasan KUA pada akhirnya akan diukur bukan hanya
dari jumlah permohonan pernikahan yang ditolak, tetapi dari terciptanya
masyarakat yang sadar akan pentingnya memberikan kesempatan kepada anak-
anak mereka untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sebelum memasuki
jenjang pernikahan. Ini adalah tugas mulia yang memerlukan dedikasi, kesabaran,
dan kebijaksanaan dari seluruh pihak yang terlibat dalam upaya melindungi masa
depan generasi muda Indonesia.
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Peran Sosialisasi KUA dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap
Pencatatan Nikah Resmi

Peran sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam
meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencatatan nikah resmi
merupakan aspek yang sangat penting dan strategis dalam rangka menekan angka
pernikahan dini. Sosialisasi ini merupakan jembatan antara pengawasan
administratif dan pemahaman masyarakat akan perlunya pencatatan nikah secara
resmi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. KUA tidak hanya berfungsi
sebagai lembaga yang mencatat pernikahan, tetapi juga sebagai mitra aktif
pemerintah dan masyarakat dalam memberikan edukasi dan penyuluhan
mengenai pentingnya pernikahan yang sesuai dengan proses hukum dan dampak
buruk pernikahan dini (Wafiq & Santoso, 2017).

Sosialisasi ini menjadi pilar penting selain pengawasan administratif karena
memberikan pemahaman dan kesadaran baru kepada masyarakat, terutama di
wilayah pedesaan yang masih kental dengan tradisi dan budaya yang kadang kala
bertentangan dengan aturan hukum modern. Melalui kegiatan sosialisasi, KUA
menyebarkan informasi yang sangat penting mengenai peraturan perundang-
undangan, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
revisinya yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia
minimal menikah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan secara sama. Informasi
ini sangat diperlukan agar masyarakat memahami bahwa adanya aturan usia
minimal pernikahan memiliki alasan kuat, bukan untuk membatasi kebebasan,
tetapi untuk memperhatikan kesehatan fisik dan mental, kematangan emosional,
serta kesiapan psikologis calon pengantin (Anam et al., 2024).

Sosialisasi KUA menyangkut juga tentang risiko pernikahan dini yang
berdampak buruk secara fisik, emosional, serta sosial bagi anak dan keluarganya.
Pernikahan di wusia muda seringkali mengakibatkan masalah komplikasi
kehamilan bagi perempuan, putus sekolah, dan ketidakmampuan pasangan untuk
memikul tanggung jawab rumah tangga secara dewasa. Dampak sosialnya juga
terasa bagi anak yang lahir dari pernikahan dini yang sering menghadapi
kesulitan dalam pendidikan dan pengembangan diri karena kondisi keluarga
yang kurang stabil. Oleh karena itu, sosialisasi ini tidak hanya menekankan aspek
hukum, tetapi juga sisi kesehatan dan sosial yang menjadi latar belakang penting
sebuah pernikahan yang bertanggung jawab (Habibi & Musorif, 2022).

Pelaksanaan sosialisasi ini dilakukan KUA melalui berbagai cara dan
media. Kegiatan penyuluhan dilakukan langsung kepada remaja, orang tua, dan
tokoh agama di masyarakat setempat dengan pendekatan persuasif dan humanis.
Metode persuasif ini penting agar pesan yang disampaikan tidak hanya diterima
secara kognitif, tetapi juga mampu mempengaruhi sikap dan perilaku audiens
secara positif. Pendekatan humanis menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif
dalam memahami pentingnya pencatatan pernikahan dan bahayanya pernikahan
anak. Dengan cara ini, masyarakat merasa dihargai dan didengarkan, bukan
dipaksa maupun dihakimi, sehingga peluang untuk mengadopsi perubahan
perilaku akan lebih besar (Korin, 2024).
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Namun, efektivitas sosialisasi yang dilakukan KUA ini menghadapi
beberapa kendala yang cukup signifikan. Salah satu kendala utama adalah
rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, terutama pada daerah pedesaan yang
menjadi wilayah kerja KUA. Rendahnya pendidikan ini menyebabkan
pemahaman terhadap informasi hukum dan sosial yang disampaikan menjadi
kurang optimal. Banyak masyarakat yang belum terbiasa dengan bahasa regulasi
dan konsekuensi hukum, sehingga penjelasan tentang pentingnya pencatatan
nikah resmi dan dampak pernikahan dini sering kali belum terserap dengan baik.

Selain itu, resistensi budaya merupakan hambatan yang tidak bisa
diabaikan dalam pelaksanaan sosialisasi. Di banyak daerah, pernikahan dini telah
menjadi tradisi yang mengakar kuat dan dianggap sebagai kebiasaan yang harus
dijalankan. Kebudayaan dan norma sosial tertentu menganggap pernikahan sejak
usia muda sebagai sebuah kewajaran dan bahkan menjadi simbol kedewasaan
atau kehormatan keluarga. Dalam kondisi seperti ini, pesan-pesan sosialisasi KUA
terkadang menjadi benturan dengan kepercayaan dan nilai-nilai lokal, yang
menuntut adanya pendekatan yang peka terhadap konteks budaya serta
keterlibatan aktor lokal yang dipercaya masyarakat (Mahruz, n.d.).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, KUA perlu mengembangkan metode
sosialisasi yang lebih kreatif dan adaptif terhadap kondisi di lapangan.
Penggunaan metode komunikasi yang variatif, seperti dialog interaktif, drama
teater rakyat, video edukasi, dan media sosial, dapat menjadi pilihan yang lebih
efektif menjangkau berbagai kelompok masyarakat terutama generasi muda yang
sudah familiar dengan teknologi digital. Selain itu, pelibatan langsung berbagai
pemangku kepentingan seperti lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan
pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dapat memperkuat jangkauan dan
keberhasilan sosialisasi.

Kolaborasi dengan lembaga pendidikan misalnya, memungkinkan
sosialisasi menyentuh remaja sebelum mereka memasuki fase pernikahan.
Program pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah juga dapat menjadi media
yang efektif untuk memberikan informasi dan membangun sikap positif terhadap
pernikahan yang bertanggung jawab. Dengan demikian, sosialisasi yang
dilakukan KUA bukan hanya pada saat mendekati waktu pernikahan, tetapi
sudah dibekalkan sejak dini agar remaja memahami pentingnya kesiapan sebelum
menikah (Makmun & Priyadi, 2016).

Organisasi masyarakat dan tokoh lokal termasuk tokoh agama juga
berperan penting dalam strategi sosialisasi. Mereka adalah agen perubahan yang
memiliki pengaruh kuat dalam membentuk opini dan sikap sosial masyarakat.
Keterlibatan mereka dalam sosialisasi membantu mengatasi resistensi budaya
karena pesan yang disampaikan menjadi lebih diterima dan dipercaya. Selain itu,
institusi kesehatan seperti puskesmas dapat memberikan edukasi terkait risiko
kesehatan akibat pernikahan dini dan pentingnya konsultasi pra-nikah.

Efektivitas sosialisasi semakin meningkat jika dilakukan secara
berkelanjutan dan konsisten sehingga pesan-pesan yang disampaikan tidak hanya
sekali lalu dilupakan. KUA dapat merancang program sosialisasi tahunan yang
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terintegrasi dengan kegiatan keagamaan dan masyarakat lainnya sehingga
menjadi bagian dari budaya positif di wilayah tersebut. Evaluasi berkala juga
penting dilakukan untuk mengukur dampak sosialisasi dan melakukan perbaikan
metode jika diperlukan (Mustaqim & Wahyunik, 2023).

Tidak kalah penting adalah pembangunan lingkungan sosial yang
mendukung kepatuhan pencatatan nikah resmi. Lingkungan sosial yang kondusif
mendorong masyarakat untuk menghormati aturan hukum dan menilai
pencatatan nikah sebagai sesuatu yang bernilai positif dan bukan beban
administratif. Keberhasilan pembentukan lingkungan sosial seperti ini sangat
terkait dengan peran KUA dalam membangun komunikasi dan kemitraan dengan
semua elemen masyarakat.

Kesadaran masyarakat tentang pencatatan nikah resmi sebagai
perlindungan hukum bagi keluarga dan anak membawa dampak yang luas. Selain
menjamin hak hukum anak dan suami istri, pencatatan nikah juga menjadi dasar
pencatatan sipil yang penting bagi perencanaan pembangunan sosial dan ekonomi
di tingkat nasional. Oleh karena itu, sosialisasi yang dilakukan KUA adalah
langkah strategis tidak hanya untuk menekan angka pernikahan dini tetapi juga
sebagai upaya memperkuat administrasi kependudukan dan perlindungan anak
(Rahul, 2025).

Dalam perspektif kemanusiaan, sosialisasi yang dilakukan KUA
mengandung nilai luhur karena membantu mewujudkan kehidupan keluarga
yang sehat, bahagia, dan berkualitas. Dengan memberikan pengetahuan dan
pemahaman, KUA membantu masyarakat membuat pilihan yang lebih baik dalam
kehidupan mereka. Sosialisasi bukan hanya soal aturan tetapi juga tentang
memupuk harapan dan impian masa depan bagi generasi muda agar mereka
dapat tumbuh menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab (Samiun,
2025).

Untuk itu, KUA dituntut tidak hanya melaksanakan sosialisasi sebagai
kewajiban formal tapi juga menjadikannya sebagai misi sosial dan spiritual.
Petugas KUA harus memiliki empati tinggi dan kemampuan komunikasi yang
baik untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang positif dengan
masyarakat. Hal ini menjadi kunci keberhasilan sosialisasi karena masyarakat
yang merasa didengar dan dihargai akan lebih terbuka menerima pesan dan siap
berperilaku sesuai dengan norma hukum dan sosial.

Ke depan, penguatan kapasitas KUA dalam bidang sosialisasi perlu
diimbangi dengan dukungan sumber daya dari pemerintah pusat dan daerah.
Pelatihan komunikasi efektif, penyediaan materi edukasi yang menarik, serta
fasilitas teknis seperti media elektronik sangat membantu KUA dalam
menjalankan fungsi sosialisasi secara optimal (Sephia, 2025).

Secara umum, sosialisasi KUA dapat dikatakan berhasil jika mampu
menggeser paradigma masyarakat dari sekadar melihat pencatatan nikah sebagai
kewajiban administratif menjadi sebuah bentuk perlindungan terhadap hak-hak
mereka dan anak-anak mereka. Dengan kesadaran yang tumbuh, masyarakat akan
lebih kooperatif dalam pencatatan nikah, sehingga data perkawinan menjadi lebih
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akurat dan lengkap. Selain itu, dengan meningkatnya kesadaran ini, diharapkan
angka pernikahan dini dapat ditekan secara signifikan, membuka peluang luas
bagi anak-anak Indonesia untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi dan
memperbaiki kualitas hidup.

Upaya sosialisasi yang terstruktur, kreatif, dan melibatkan semua
pemangku kepentingan merupakan jalan terbaik yang harus ditempuh oleh KUA
agar pesan ini menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dalam
melaksanakan peran ini, KUA bukan hanya menjalankan fungsi birokrasi, tetapi
juga menjadi agen perubahan sosial yang membantu membangun masa depan
generasi penerus bangsa yang lebih baik dan berdaya.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki
peran strategis dalam memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap pencatatan
nikah sebagai upaya menekan praktik pernikahan dini, melalui pengawasan
administratif yang ketat terhadap syarat usia calon pengantin dan sosialisasi yang
persuasif serta humanis kepada masyarakat. Meskipun demikian, efektivitas peran
tersebut masih menghadapi tantangan berupa rendahnya tingkat pendidikan,
kondisi ekonomi yang sulit, serta resistensi budaya yang mengakar, sehingga
pernikahan anak tetap berlangsung, bahkan kerap dilakukan di luar pencatatan
resmi. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi kolaboratif yang lebih komprehensif
dengan melibatkan tokoh agama, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan
instansi kesehatan, sehingga fungsi KUA tidak hanya terbatas pada birokrasi
administratif, tetapi juga menjadi agen perubahan sosial yang melindungi hak
anak, memperkuat ketahanan keluarga, dan mendukung pencapaian tujuan
pembangunan berkelanjutan.
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